
PERANAN POLISI KEHUTANAN PERUM PERHUTANI DALAM 

PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN JEPARA 

 

SKRIPSI 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT                   

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU                                                                 

DALAM ILMU HUKUM 

 

OLEH : 

 

MUHAMMAD BAHAUDDIN 

10340050 

 

 

PEMBIMBING: 

1. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H.,  M.Hum. 

2. MANSUR, S.Ag, M.Ag. 

 

 

ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARIA’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2014 

 

  



ii 
 

ABSTRAK 

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan 

untuk kita, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang wajib 

disyukuri, diurus dan dijaga kelestarianya. Hutan memberikan banyak manfaat 

bagi kehidupan manusia, Baik itu manfaat ekologi, sosial maupun ekonomi. 

Untuk itu hutan harus dikelola dengan baik agar manfaatnya tetap terjaga.  Peran 

Polisi kehutanan sangatlah besar dalam melindungi dan mengamankan hutan, 

mengingat polisi kehutanan sebagai aparat keamanan di bidang kehutanan. Hasil 

hutan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga banyak orang yang 

memetik manfaat dari hutan hasil, akan tetapi cara memanfaatkannya dilakukan 

dengan cara yang melanggar hukum atau dengan cara kejahatan. Salah satu 

contoh adalah Kejahatan penebangan kayu secara illegal atau biasa disebut illegal 

logging. illegal logging adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum 

mendapatkann izin dan yang merusak. Praktik illegal logging banyak terjadi di 

daerah yang mempunyai hutan yang cukup luas, salah satu contohnya adalah 

Kabupaten Jepara. Tindak pidana illegal logging diatur Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dan Undang-undang Nomor 

18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan kendala 

polisi kehutanan dalam upaya pemberantasan illegal logging di Perum Perhutani 

KPH Pati selaku pengelola hutan di Kabupaten Jepara. Sebab kasus praktik illegal 

logging di daerah tersebut cukup tinggi. Maka penelitian yang dilakukan dalam 

bentuk field research dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengambil data-

data langsug di lapangan dengan cara interview, observasi, dan studi pustaka. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi lapangan, yaitu dengan 

cara interview, observasi, studi pustaka  dan lainya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penyusun lakukan, 

maka penyusun menyimpulkan atas permasalahan yang ada. Bahwa banyaknya 

kasus illegal logging di Kabupaten Jepara disebabkan sebagian besar masyarakat 

desa sekitar hutan kondisinya miskin, tidak adanya lapangan pekerjaan lain selain 

bergantung dengan hutan, dan sebagian masyarakat desa sekitar hutan 

menganggap bahwa mereka juga mempunyai hak atas hutan Negara. Kewenangan 

yang dimiliki Polisi Kehutanan dalam upaya pemberantasan illegal logging di 

Kabupaten Jepara yaitu, kewenangan melakukan penyelidikan sebagai upaya 

preventif dan kewenangan melakukan penyidikan sebagai upaya represif. Selain 

itu juga ada upaya preemtif, yaitu upaya penyadaran kepada masyarakat tentang 

pentingnya melestarikan hutan. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan 

dalam upaya pemberantasan illegal logging di kawasan hutan  Kabupaten Jepara 

ada enam kendala yaitu: faktor personil terbatas, faktor sarana prasarana, faktor 

oknum perangkat desa, faktor masyarakat, faktor pemeriksaan surat-surat 

dokumen, dan faktor tidak disenjatai 
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MOTTO 

 

 

 

“  Berusahalah Sambil Berdo’a, Agar Hidup Tak 
Jadi Sia-Sia  ”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan 

salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk 

meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa  “bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
1
  

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan 

untuk kita, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang wajib 

disyukuri, diurus dan dijaga kelestarianya. Hutan memberikan banyak manfaat 

bagi kehidupan manusia, Baik itu manfaat ekologi, sosial maupun ekonomi. 

Untuk itu hutan harus dikelola dengan dengan baik agar manfaatnya tetap terjaga. 

Dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi, banyak orang yang memetik manfaat 

dari hutan, tetapi cara memanfaatkannya dilakukan dengan cara yang melanggar 

hukum atau dengan cara kejahatan. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak 

mendefinisikan secara jelas mengenai kejahatan. Adapun Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga 

                                                           
1
 Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, 

(Jakarta utara: PT Rajagrafindo. 1995), hlm119. 
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Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2
 Menurut R. soesilo, 

kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.
3
 

Sedangkan menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu perbuatan 

yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang melanggar hukum 

dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana.
4
  

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., kejahatan adalah 

pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatuan dari hukum 

pidana.
5
 

Manusia sebagai makhluk berbudaya mempunyai kesadaran untuk 

membeda-bedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

patut dan mana yang tidak patut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Kehidupan dalam masyarakat yang sedemikian rupa itu terdapat keharusan-

keharusan yang bersifat petunjuk hidup dan membatasi tingkah lakunya sebagai 

tatanan masyarakat yang merupakan norma sosial atau hubungan hidup antar 

manusia tersebut dinamakan juga hukum dalam arti tingkah laku manusia yang 

menjadi makhluk bermasyarakat.
6
 

Seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin tinggi bisa 

menjadikan masyarakat untuk berbuat kejahatan, Sehingga dapat menyebabkan 

                                                           
2
 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-

kejahatan, diakses pada pukul 13.00 tanggal 17 mei 2014. 

 
3
 Ibid 

 
4
 Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, Kriminologi Suatu 

Pengantar, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hlm  44 

 
5
 http://naufaltubagus.blogspot.com/2011/05/kejahatan.html 

 
6
 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori dan Asas  Hokum Acara Pidana, (Yogyakarta: 

Liberty, 1988), hlm 2. 

http://naufaltubagus.blogspot.com/2011/05/kejahatan.html
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menurunnya wibawa hukum dimata masyarakat. masyarakat tidak lagi merasa 

takut terhadap sanksi-sanksi pidana yang telah diatur di dalam undang-undang. 

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya berita-berita di Televisi yang memberitakan 

tentang maraknya tindak kejahatan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. 

Dengan luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas 

wilayah Indonesia (data : Buku Statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut 2011 

yang dipublikasi pada bulan Juli 2012.
7
 apabila hutan tersebut dikelola dan 

dimanfaatkan sebaik-baiknya akan memberikan dampak positif dalam menunjang 

pembangunan bangsa dan Negara.
8
 Akan tetapi jumlah kasus kejahatan illegal 

logging di Indonesia sampai saat ini masih tinggi akan menjadi salah satu kendala 

dalam pembangunan bangsa dan Negara. 

Penebangan kayu secara ilegal, atau biasa disebut illegal logging yang 

dilakukan di kawasan hutan di Indonesia menjadi masalah dalam pengelolaan 

hutan. Selama tahun periode 2013, Polri telah berhasil menangani kasus Illegal 

Logging di seluruh Indonesia dengan capaian baik, jika dibandingkan pada 

periode tahun 2012 sebanyak 1.207 kasus, maka tahun 2013 mengalami 

penurunan jumlah kasus sebanyak 303 kasus (25,10%). Sementara, untuk kasus 

Illegal Logging yang berhasil diselesaikan selama tahun 2013 sebanyak 411 

kasus. Jika dibandingkan pada tahun 2012 lalu maka, pada tahun ini penurunan 

sebanyak 205 kasus atau sekitar (33,28%), sebagaimana rilis akhir tahun 2013 

                                                           
7
http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/mybabytree/.Diak

ses pukul 13: 17 mei 2014 

 
8
 Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 1. 

http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/mybabytree/
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Mabes Polri yang dibacakan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Jumat 

(27/12) di Rupatama Mabes Polri.
9
 Meski keseluruhan mengalami penurunan 

jumlah kasus, akan tetapi di Kabupaten Jepara justru mengalami peningkatan 

jumlah kasus illegal logging dari tahun-ke tahun, dan sayangnya dari beberapa 

kasus tersebut ada  oknum pemerintahan yang ikut terlibat dalam praktik illegal 

logging secara langsung dan tidak langsung. Sebagai salah satu contoh kasus yang 

terjadi di Kabupaten Jepara yaitu perangkat Desa Papasan terlibat dalam 

pembalakan liar. jajaran Polsek Bangsri Kabupaten Jepara Jawa Tengah berhasil 

mengungkap illegal logging (pembalakan liar) yang terjadi di hutan petak 9 RPH 

sumanding BKPH Gajah Biru, KPH Pati turut Desa Papasan Kecamatan Bangsri 

Kabupaten Jepara. Salah seorang pelaku pembalakan liar berhasil dibekuk. 

Sedangkan sejumlah tersangka lain buron, dan masih dalam pengejaran aparat. 

Pelaku yang berhasil ditangkap adalah Nurhadi (44), warga RT 11/3 Desa 

Papasan Kecamatan Bangsri. Nurhadi juga tercatat sebagai perangkat Desa 

Papasan. Dia ditangkap saat sedang bekerja di Balai Desa Papasan. “Sejumlah 

pelaku yang buron masih kita kejar,” kata Kapolsek Bangsri AKP Rismanto, 

Kamis (27/2/2014). Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan petugas 

Perhutani yang melapor ke aparat kepolisian, seiring maraknya pembalakan liar di 

area hutan lindung. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 98 batang kayu 

sengon laut, dengan kubikasi 1.630 meter kubik. Atas perbuatannya, Nurhadi 

dijerat dengan Pasal 78 ayat 5 Jo Pasal 50 ayat 3 Huruf e dan f UU No.41 tahun 

                                                           
9
http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Periode+2013+Angka+Kejahat

an+Illegal+Logging+ &subjudul=Illegal. Diakses pukul 13: 17 mei 2014. 
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1999 tentang Kehutanan. Ancaman hukuman maksimal jeratan Pasal ini adalah 

lima tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.
10

  Apabila hal ini dibiarkan 

berlangsung secara terus-menerus dampak yang ditimbulkan sangat besar, selain 

merugikan Negara ratusan juta bahkan milyaran rupiah, juga dapat menimbulkan 

bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan sebagainya. 

Disamping itu Kabupaten Jepara yang terkenal dengan kerajinan ukirnya apabila 

Pemerintah tidak segera bertindak akan berdampak buruk juga kepada kerajinan 

ukir dan perekonomian Kabupaten Jepara, karena sebagian besar masyarakat 

Jepara bermata pencaharian tukang kayu dan pengrajin ukir kayu yang berarti 

bergantung kepada hutan. 

Seperti yang terjadi di Kabupaten Jepara musim hujan tahun lalu, 

Kabupaten Jepara dilanda bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Apalagi 

bila sisa-sisa penebangan tersebut dibakar, akan menimbulkan kabut asap seperti 

yang terjadi di Sumatra tahun lalu. 

Menyadari pentingnya manfaat hutan dalam kehidupan serta untuk 

menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemerintah tidak boleh tinggal 

diam, pemerintah harus bertindak dan mengambil  langkah untuk memberantas 

dan menanggulangi praktek illegal logging yang telah lama terjadi. Dan disinilah 

peran penting polisi kehutanan, sebab polisi kehutanan yang diberi tugas dan 

wewenang khusus kepolisian di bidang kehutanan dalam menjaga dan 

melakasanakan perlidungan hutan oleh Undang-undang.  Dengan adanya Undang-

                                                           
10 http://www.wwf.or.id/pembalakan liardkabupatenjepara/mybabytree/.Diakses pukul 

13: 17 mei 2014 

http://www.wwf.or.id/pembalakan%20liardkabupatenjepara/mybabytree/
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Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 

harus mampu dijadikan ujung tombak bagi aparat penegak hukum untuk 

menindak lanjuti para pelaku illegal logging dan perlindungan hutan. Undang-

Undang dan Peraturan tersebutlah yang digunakan aparat penegak hukum 

khususnya polisi kehutanan untuk pemberantasan dan penanggulangan praktik 

illegal logging  terutama dalam penanganan terhadap pelaku setelah kejadian 

perkara.  

Penebangan kayu secara illegal banyak terjadi di daerah-daerah yang 

mempunyai kawasan hutan yang cukup luas, salah satunya adalah Kabupaten 

Jepara Jawa Tengah. Perum perhutani di Kabupaten Jepara mempunyai hutan 

yang cukup luas, yaitu 13.944,40 Ha (35,72%) dari seluruh wilayah hutan yang 

dikelola KPH Pati dan mencakup 13,88%  (100.413 Ha) dari luas Hutan 

Kabupaten Jepara.
11

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “PERANAN POLISI KEHUTANAN PERUM PERHUTANI DALAM 

PEMBERATASAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN JEPARA”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka penyusun menguraikan permasalahan yang diangkat, yaitu: 

1. Bagaimana kewenangan polisi kehutanan dalam upaya pemberantasan 

illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Jepara? 

                                                           
11

 Sumber data dari KPH Pati 
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2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi polisi kehutanan dalam upaya 

menanggulangi illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Jepara? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memdeskripsikan dan menganalisis bagaimana kewenangan 

Polisi Kehutanan (Perum Perhutani) di Kabupaten Jepara dalam 

melakukan proses hukum terhadap kasus illegal logging yang 

selama ini terjadi. 

b. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi polisi 

kehutanan dalam upaya menanggulangi illegal logging. 

2. Kegunaan penelitian: 

a. Secara teoritis, Penelitian ini dilakukan untuk memberikan 

informasi kepada penegak hukum dalam rangka perbaikan kualitas 

pengamanan hutan. 

b. Secara praktis, Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak  

yang membutuhkan informasi tentang kehutanan dan Sebagai 

pengalaman yang dapat dijadikan salah satu acuan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan 

penyusunan terhadap suatu penelitian, dalam telaah pustaka ini penyusun 

diharuskan mencamtumkan beberapa literatur yang digunakan dan hampir sama 

dengan yang akan dikaji dalam penelitian. Dalam hal ini penyusun menemukan 
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dua buah literatur berupa tesis dan skripsi yang mempunyai judul berkaitan 

dengan illegal logging. 

Tesis yang disusun oleh Tuty Budhi Utami. S.H, Fakultas Ilmu Hokum 

Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2007 di Semarang. yang berjudul 

“Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal 

Logging”. Di dalam tesis tersebut, menjelaskan kebijakan tindak pidana illegal 

logging dan penerapan sanksinya pada masa itu. Sedangkan sangat jauh berbeda 

dengan yang akan penyusun teliti yaitu peranan polisi kehutanan dalam 

pemberantasan illegal logging dan penanggulangannya.
12

 

Skripsi yang disusun oleh Hardhiansyah, fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin Makasar, tahun 2013 di Makasar. Yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Illegal logging di kawasan konservasi hutan malino ( 

Studi Kasus Putusan Nomor 65/ PID.B/ 2012/PN.SUNGG)” mengkaji Penerapan 

hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana Illegal Logging Studi Kasus 

Putusan Nomor : 65/ Pid.B/ 2012/ PN.SUNGG yang dilakukan oleh terdakwa 

telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum. 

Skripsi yang disusun oleh Zahrotun Nazia, Fakultas Hokum Universitas 

Jember, tahun 2013 di jember. Yang berjudul “ Kajian Yuridis Mengenal Illegal 

Logging di Kawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di balai Taman 

Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember) ”  mengkaji dan menganalisis dampak 

                                                           
12

 Tuty Budhi Utami, S.H. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Illegal Logging”, Tesis, Semarang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hokum Universitas 

Diponegoro Semarang.(2007). 
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dan peran pemerintah  dalam menanggulangi illegal logging terhadap Konservasi 

Hutan Di Taman Nasinoal Meru Betiri Kebupaten Jember.
13

 

Berdasarkan  beberapa karya ilmiah yang ditulis di atas. Penyusun belum 

menemukan penelitian yang membahas tentang tema peranan polisi kehutanan 

dalam pemberantasan illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Jepara Jawa 

Tengah, meskipun demikian beberapa karya di atas akan penyusun jadikan 

sebagai rujukan untuk menambah analisa nantinya. 

E. Kerangka Teoritik 

  Di dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

mengkaji permasalahan perihal peranan polisi kehutanan dalam pemberantasan 

iilegal logging di Kabupaten Jepara adalah Teori Penanggulangan Tindak Pidana. 

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk 

bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal juga tidak lepas 

dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy), yang terdiri 

dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defency 

policy).
14

 Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus 

menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat atau social welfare (SW) dan 

perlindungan masyarakat social defence (SD). Akan tetapi, juga terdapat aspek 

yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan/perlindungan 

masyarakat yang bersifat immaterill, terutama nilai kepercayaan 

                                                           
13

 Zahrotun nazia.” Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan Hutan (Study 

Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)”,Skripsi, jurusan 

ilmu hokum. Fakultas ilmu hukum universitas jember Jember.(2013) 

 
14

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

Dalam Penanggulangan Kejahatan, (jakarta: kencana, 2007), hlm. 76. 
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kebenaran/kejujuran/keadilan.
15

 Dengan begitu, dalam menanggulangi suatu 

perbuatan tindak pidana dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan,   

Khususnya kejahatan illegal logging di Kabupaten Jepara Jawa Tengah yang saat 

ini masih marak terjadi. 

Banyaknya tindak pidana pencurian kayu atau yang sering disebut 

dengan illegal logging yang ada di Kabupaten Jepara Jawa Tengah seharusnya 

dapat perhatian khusus dari pemerintah dan aparat penegak hukum yaitu 

kepolisian, sehingga dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Seharusnya 

upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan 

dengan hati-hati, cermat, selektif dan limitative, jangan sampai menerapkan 

sebuah hokum atau sanksi sebagai pembalasan tetapi harus sebagai suatu 

pembinaan terhadap terdakwa, dengan cara integral/sistematik dalam upaya 

pencegahan kejahatan yang sering diungkapkan dalam kongres PBB: 

a. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana janganlah diperlakukan atau 

dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode simplistic 

serta fragmatair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih 

kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau tindakan lebih luas atau 

menyeluruh; 

b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan 

kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan 

sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi 

                                                           
15

 Ibid,. Hlm. 78. 
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pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (the basic crime 

prevention strategy); 

c. Penyebab kejahatan dibanyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi 

rasial dan diskrimnasi nosional, standar hidup yang rendah, pengangguran 

dan kebuta hurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk; 

d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan 

dalam hubunganya dengan pembangunanya ekonomim system politik, nilai-

nilai sosio kulturan dan perubahan masyarakat juga dalam hubunganya 

dengan tata ekonomi dunia atau internasional baru.
16

 

Berdasarkan uraian diatas tentang kebijakan dalam penanggulangan 

kejahatan atau pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan cara pendekatan 

menggunakan sarana “penal” dan “nonpenanl”.yang pertama “penal” lebih 

menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) 

sesudah kejahatan terjadi, yang kedua dengan sarana “nonpenal” lebih menitik 

beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) 

sebelum kejahatan terjadi. 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari 

sebuah penelitian itu sendiri. Dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai 

hasil yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana telah diuraikan penyusun 

proposal, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja dalam melakukan 

peneitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

                                                           
16

 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pembangunan 

Hukum Pidana, Cet Ke II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 79. 
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1. Jenis Penelitian  

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data dari sumbernya langsung, namun tidak menutup 

kemungkinan penyusun merujuk pada literatur berupa buku-buku, jurnal, skripsi 

dan karya ilmiah lainya yang berkaitan langsung dengan yang diteliti. Penelitian 

ini mengambil lokasi di Perum Perhutani KPH Pati Utara yang masuk wilayah 

Kabupaten Jepara. Penyusun berusaha mencari data langsung guna mengetahu 

bagaimana kewenangan polisi kehutanan dalam pemberantasan illegal logging di 

Kabupaten Jepara. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan penyusun dalam mengkaji permasalahan adalah 

pendekatan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah 

suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah 

suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara 

efektif.
17

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perum Perhutani KPH Pati Utara yang masuk 

wilayah Kabupaten Jepara Jawa Tengah sebagaimana judul dan latar belakang 

masalah yang dibahas. 

 

                                                           
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI, 1982), hlm. 52. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di lapangan dengan menetapkan teknik pengumpulan 

data menggunakan instrument sebagai berikut: 

a) Observasi  

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Kegiatan terhadap obyek 

penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai hal-

hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban 

responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

b) Wawancara  

 Penyusun mengadakan tanya jawab dengan para informan yaitu 

petugas dan polisi kehutanan dinas kehutanan dan perkebunan 

Kabupaten Jepara, dan polisi kehutanan yang untuk menggali data 

mengenai  

c) Studi Pustaka 

 Studi Pustaka yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, 

dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti baik berupa perundang-undangan, 

literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, table, dan karya tulis 

ilmiah. 
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5. Sumber Data 

a. Data primer  

Data primer yaitu data yang diambil dengan cara interview yang berupa 

wawancara dan tanya jawab dengan narasumber. 

b. Data sekunder  

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, misalnya: 

a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

b) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari: 

a) Kamus hukum. 

b) Kamus bahasa Indonesia 

d. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, 

mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu 

kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahanyang diteliti dan dibahas. 
18

 

Metode analisis data ini dengan proses mencari data menyusun secara 

sistematis data yang diperolah dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dari 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data ini dilakukan 

                                                           
18

Amirudin dan zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.   
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dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkanya kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting, 

dan yang akan dijadikan sebuah obyek penelitian tersebut.
19

 

G. Sistematika Pembahasan 

Di dalam sistematika pembahasan penyusun akan menguraikan lima 

pokok pembahasan yang akan menjadi obyek dan batasan-batasan pembahasan. 

Di dalam bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah yang akan 

menjadi dan proses-proses penyusun menguraikan alasan-alasan mengambil 

pokok pembahasan Peranan Polisi Kehutanan (Perum Perhutani) dalam 

Pemberantasan Illegal Logging di Kabupaten Jepara. 

Bab pertama  yang diantaranya berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan adanya tatacara 

perumusan masalah atau cara-cara pengumpulan data ini dapat memberikan 

gambaran seputar apa yang akan menjadi pokok pembahasan pada penyusunan 

skripsi kali ini. 

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan, pengertian hutan, jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya, 

pengertian illegal logging, pengertian tindak pidana, unsure-unsur tindak pidana, 

tindak pidana dibidang hutan, penanggulangan tindak pidana dan lain 

sebagainya. 

                                                           
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Dengan Teknik Kualitatif, Kuantitatif, Dan R Dan 

D,(Bandung: Alfabeta,2010), hlm. 334. 
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Bab ketiga mendeskripsikan tata letak geografis Perum Perhutani KPH 

Pati, latar belakang perusahaan, struktur KPH, visi dan misi perusahaan, tujuan 

perusahaan, wilayah kerjan dan lain sebagainya 

Bab keempat berisi tentang hasil analisis kewenangan polisi kehutanan 

(perum perhutani) di Kabupaten Jepara, kendala yang dihadapi oleh polisi 

kehutanan dalam menanggulangi illegal logging, upaya polisi kehutanan (perum 

perhutani) dalam menanggulangi illegal logging di Kabupaten Jepara. 

Bab kelima berisi penutup  yang meliputi kesimpulan dan saran-saran 

penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan di dalam penelitian 

ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Diatas telah dibahas mengenai kewenangan-kewenangan Polisi 

Kehutanan untuk memberantas dan menanggulangi illegal logging di Kabupaten 

Jepara yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Perum Perhutani selama ini, dalam 

memberantas dan sekaligus mengurangi praktik illegal logging di Kabupaten 

Jepara yang selama ini terjadi penyusun menyimpulkan bahwa: 

1. Kewenangan polisi kehutanan dalam pemberantasan illegal logging di Perum 

Perhutani Kabupaten Jepara ada dua kewenangan, yaitu: 

a. Kewenangan melakukan Penyelidikan  

Kewenangan yang dimiliki Polisi Kehutanan Perum Perhutani di 

Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugas penyelidikan untuk mencegah 

terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di kawasan Perum Perhutani di 

Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut: 

1) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah 

hukumnya; 

2) Memeriksa surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan 

pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan atau wilayah hukumnya; 

3) Menerima laporan tentnag telah terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan wilayah hukumnya; 
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5) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk 

diserahkan kepada yang berwenang; dan 

6) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak 

pidana yang menyangkut hutan, kawsan hutan, dan hasil hutan. 

Kewenangan Polisi Kehutanan Perum Perhutani di Kabupaten Jepara 

dalam hal melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana illegal logging 

dibatasi, yaitu hanya dilakukan sebatas di wilayah hukum Polisi Kehutanan 

Perum Perhutani di Kabupaten Jepara. Adapun kewenangan diluar wilayah 

hukum Polisi Kehutanan Perum Perhutani dimiliki oleh Polisi Repuklik 

Indonesia (POLRI).  

b. Kewenangan melakukan penyidikan 

Berdasarkan yang penyusun dapatkan di lapangam, Perum Perhutani di 

Kabupaten Jepara tidak memiliki polisi kehutanan yang diangkat menjadi 

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, 

bahwa kewenangan penuh masih dimiliki Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (POLRI) dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus praktik 

illegal logging yang terjadi di Perum Perhutani di Kabupaten Jepara. 

Sedangkan kewenangan Polisi Kehutanan Perum Perhutani di Kabupaten 

Jepara hanya sebatas pada kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 

mengamankan hutan yang di kelola oleh Perum Perhutani.. 

2. Kendala yang di hadapi Polisi Kehutanan Perum Perhutani Kabupaten Jepara. 

1) Personil Terbatas, hutan yang dikelola Perum Perhutani luas, dengan 

jumlah personil terbatas akan menyulitkan dalam pengawasan lapangan. 
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2) Faktor Sarana dan Prasarana, dalam melakukan pengawasan hutan 

dibutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap, karena hal tersebut dapat 

menunjang dan  menentukan keberhasilan pengawasan lapangan. 

3) Faktur Oknum Perangkat Desa, seharusnya sebagai aparat desa ikut 

membantu dan melindungi petugas dalam hal pengamanan hutan. 

4) Faktor Masyarakat, minimnya pendidikan dan lapangan pekerjaan 

membuat masyarakat desa hutan melakukan pencurian kayu. 

5) Pemeriksaan Surat-Surat Dokumen, modus yang digunakan oleh pelaku 

pencuri kayu adalah dengan cara memalsukan surat-surat dokumen, 

sehingga menyulitkan petugas lapangan dalam melakukan pemerikasaan. 

6) Tidak disenjatai, dengan tidak disenjatainya polisi kehutanan tentunya   

polisi kehutanan  kesulitan menangkap pelaku pencuri kayu. 

7) Sanksi Hukum, sanksi pidana terhadap kasus illegal logging dianggap 

lemah, sehingga belum dapat membuat jera pelaku praktik illegal 

logging. 

B. Saran 

Berikatan dengan hasil penelitian, penyusun memberikan saran-saran 

yang berkaitan hal diatas antara lain: 

1. Perlu di tingkatkan lagi kerjasama antara pihak Perum Perhutani dengan   

masyarakat desa hutan dalam hal memberantas dan menanggulangi praktik 

illegal logging, tanpa adanya kerjasama antara kedua belah pihak, Polisi 

Kehutanan akan lebih sulit dalam menanggulangi kejahatan hutan, terutama 

praktik illegal logging di Kabupaten Jepara. 
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2. Kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang selama ini sudah berjalan di 

tingkatkan lagi, supaya masyarakat lebih sadar hukum, sehingga kalau 

masyarakat sudah sadar hukum maka praktik illegal logging dapat berkurang 

dan kasus tersebut tidak terulang kembali.  

3. Upaya untuk memberantas illegal logging supaya di tingkatkan, terutama 

upaya bersifat preemtif, karena lebih efektif. 
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